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P U T U S A N

Nomor 3295/Pdt.G/2022/PA.Mr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Mojokerto  yang memeriksa  dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh

Pabrik,  tempat  kediaman  di  Kabupaten  Mojokerto,  sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur  30  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

penjahit,  tempat  kediaman  di  Kabupaten  Mojokerto,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  30  November

2022 telah  mengajukan gugatan  Cerai  Gugat yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor

3295/Pdt.G/2022/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang

menikah pada tanggal 26 Agustus 2019, dan dicatat dihadapan Pegawai

Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging

Kabupaten  Mojokerto,  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

0380/063/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018 ;  

2. Bahwa,  pada  saat  akad  nikah  dilaksanakan,  status  Penggugat

adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejaka ;  
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3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat  dan Tergugat  bertempat

tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Mojokerto selama 3

tahun 11 bulan ;  

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan

Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri

(ba'daddukhul),keturunandan  dikaruniai  1  orang  anak/keturunan

bernama : umur 3 tahun, yang berada dalam pemeliharaan Penggugat ;  

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

dalam keadaan rukun, namun sejak Tahun 2020, antara Penggugat dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat sebagai Penjahit, tidak

dapat  memenuhi  kebutuhan  nafkah  Penggugat  dan  anak,  sekalipun

penghasilan Tergugat telah diberikan kepada Penggugat, namun masih

saja kurang mencukupi, selain itu Tergugat sering pergi meninggalkan

rumah/tempat kediaman bersama tanpa alasan dan tujuan yang jelas ;  4

bulan 

6. Bahwa,  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dan  Tergugat  Sejak  bulan  Juli  2022  Tergugat  telah  pergi

meninggalkan  Penggugat  dari  tempat  kediaman  rumah  orang  tua

Penggugat,  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah  orang  tua  Tergugat  di

Kabupaten Mojokerto,  sehingga antara Penggugat  dan Tergugat  telah

berpisah tempat tinggal selama 4 bulan ;  

7. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat umur 3 tahun,

masih dibawah umur yang saat ini dalam asuhan Penggugat, dan untuk

kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap

anak,  maka  Penggugat  mohon  agar  anak-anak  tersebut  ditetapkan

dalam  pengasuhan  dan  pemeliharaan  Penggugat.  Sebagaimana

ketentuan  Pasal  156  huruf  (a)  Kompilasi  Hukum Islam bahwa  akibat

putusnya  perkawinan  karena  perceraian  ialah  :   “anak  yang  belum

mumayyis berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,...” ;  
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8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk

dapat  rukun  kembali  oleh  keluarga  masing-masing,  akan  tetapi  tidak

berhasil ;  

9. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian

sebagaimana  ketentuan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;  

10. Penggugat  sanggup  membayar  biaya  perkara  sesuai  dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama Mojokerto  cq.  Majelis  Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shughra  Tergugat   terhadap

Penggugat;  

3. Menetapkan Hak Asuh Anak umur 3 tahun kepada Penggugat;  

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;  

  

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini

berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

menurut  relaas  Nomor  3295/Pdt.G/2022/PA.Mr  yang  dibacakan  di  dalam

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

halangan yang sah;
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Bahwa majelis  hakim telah  menasihati  Penggugat  agar  berpikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat dan

Tergugat di persidangan namun tidak berhasil; 

Bahwa  Ketua  Majelis  telah  memerintahkan  Penggugat dan  Tergugat

untuk  menempuh  upaya  mediasi,  namun  sesuai  laporan  Mediator  bernama

Muh. Nur, S.H. tanggal 21 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  atas  gugatan Penggugat  tersebut,  Tergugat  tidak  mengajukan

jawaban  karena  pada  tahap  sidang  tersebut  dan  sidang-sidang  berikutnya

Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah

diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya

itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  a.n.  Penggugat  NIK

3516066212910001,  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten

Mojokerto, tanggal 25 April 2019 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh

Panitera  serta  telah dicocokkan dan sesuai  dengan aslinya,  bertanda

(P.1);

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  0380/063/VIII/2018  yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Pungging

Kabupaten Mojokerto tanggal  26 Agustus 2018 telah dinazegelen dan

dilegalisir  oleh  Panitera  serta  telah dicocokkan  dan  sesuai  dengan

aslinya, bertanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Aqila Misha Shafana, Nomor

3516-LU-15072019-0029,  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  Pencatatan

Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 15 Juli 2019, telah dinazegelen dan
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dinazegelen  dan  dilegalisir  oleh  Panitera  serta  telah  dicocokkan  dan

sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);

2. Saksi

1. SAKSI  I,  umur  50  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  buruh  tani,

bertempat  tinggal  di  Dusun  Rungkut  RT.15  RW.05  Desa  Randuharjo

Kecamatan  Pungging  Kabupaten  Mojokerto,  setelah  disumpah

memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat

menikah  pada  bulan  Agustus  2018  di  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Penggugat

dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama

3 tahun 11 bulan dan dikaruniai 1 orang anak/keturunan;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga

Penggugat  dan Tergugat  pada  awalnya  rukun dan harmonis  akan

tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan

perselisihan;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  yang  menjadi  penyebab

ketidak- harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah

persoalan  ekonomi,  yaitu  penghasilan  Tergugat  tidak  dapat

memenuhi  kebutuhan  nafkah  Penggugat  dan  anak,  selain  itu

Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan dan tujuan

yang jelas;

 Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat

sudah  berpisah  tempat  tinggal  selama  4  bulan  sampai  dengan

sekarang  dan  tidak  pernah  saling  mengunjungi  atau  berhubungan

lagi; 

 Bahwa,  pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan

dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 
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 Bahwa,  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  merukunkan

Penggugat  dan  Tergugat  karena  sudah  sulit  dirukunkan  dan  tidak

mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu

lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai; 

 Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut

tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;

 Bahwa  Penggugat  sehari-hari  menjalakan  kewajiban

agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang

emosional dan marah 

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,

bertempat  tinggal  di  Dusun  Rungkut  RT.17  RW.05  Desa  Randuharjo

Kecamatan  Pungging  Kabupaten  Mojokerto,  setelah  disumpah

memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan

memiliki  hubungan  dengan  Penggugat  sebagai  Saudara  Sepupu

Penggugat; 

 Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah

suami istri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak/keturunan;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat

bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun 11

bulan;

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sudah tidak lagi  harmonis,  sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat  dan Tergugat  sudah

berpisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai dengan sekarang dan

tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering pergi

meninggalkan rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas. Selain itu,

persoalan  ekonomi,  yaitu  penghasilan  Tergugat  tidak  dapat

memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak,; 
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 Bahwa,  baik  saksi  maupun  pihak  keluarga  sudah

berusaha  merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat  akan  tetapi  tidak

berhasil; 

 Bahwa,  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  merukunkan

Penggugat dan Tergugat dan melihat rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  sudah sulit  dipertahankan serta  tidak ada harapan dapat

bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai; 

 Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut

tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;

 Bahwa  Penggugat  sehari-hari  menjalakan  kewajiban

agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang

emosional dan marah 

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyampaikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  maka ditunjuk segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  antara  Penggugat dan  Tergugat telah  dilakukan

upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

(4)  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo Pasal  130 HIR jis

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini  perkara perceraian,  maka

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7  tahun 1989 Tentang
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Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang,  bahwa  pada  sidang  pemeriksaan  gugatan  hingga  akhir

pemeriksaan  perkara  Tergugat  tidak  pernah  hadir  lagi  meskipun  telah

diperintahkan  dan  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  sebanyak  2  (dua)  kali

berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu

gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai

Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertangkaran disebabkan persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat tidak

dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak, selain itu Tergugat

sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas akibatnya

sejak bulan Juli tahun 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan

selama itu pula sudah tidak ada komunikasi  apalagi  menjalankan kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P.1 , P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup,

telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan  sesuai  dengan  aslinya,  maka  bukti  surat

tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut  mengenai  tempat

kediaman  Penggugat,  relevan  dengan  dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh

Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai

akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti

bahwa  Penggugat  bertempat  tinggal  di  wilayah  hukum  Mojokerto,  dengan

demikian Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Mojokerto berwenang

untuk  memeriksan  dan  mengadili  gugatan  Cerai  Gugat  yang  diajukan

Penggugat (Vide Pasal  49 dan Pasal  73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  merupakan  akta  autentik,  bermeterai
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cukup,  telah  dicap pos (nazegelen)  dan sesuai  dengan aslinya,  maka bukti

surat  tersebut  telah memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut  menerangkan

bahwa  Penggugat telah menikah dengan  Tergugat pada tanggal  26 Agustus

2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh  Penggugat, sehingga

telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P.2 terbukti  bahwa  Penggugat

dengan  Tergugat adalah suami  istri  sah,  menikah pada tanggal  26  Agustus

2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, hal

tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.3,  telah  terbukti   bahwa

Perempuan,  usia  3  tahun  adalah  anak  sah  pasangan  suami  isteri  dari

Penggugat dan tergugat dan karena bukti tersebut berupa akta otentik dengan

sendirinya bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna

serta bukti tersebut telah  dinazegelen dan telah  dicocokkan dengan aslinya,

maka secara hukum bukti tersebut adalah sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang  bahwa  bukti  P-1,P-2,  dan  P-3,  adalah  akta  otentik  yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan

aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH

Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena  Penggugat dan  Tergugat masih terikat

sebagai  suami  istri  yang  sah,  maka  Penggugat sebagai  persona  standi  in

judicio memiliki  legal standing  sehingga  Penggugat dapat dinyatakan sebagai

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  saksi   Penggugat,  adalah  keluarga  atau

orang dekat  Penggugat dan atau  Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal  134 Kompilasi  Hukum

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  (dua)  saksi  Penggugat mengenai

hubungan  Penggugat dan  Tergugat serta  mengenai  keadaan  rumah tangga

Penggugat dan  Tergugat,  adalah  fakta  yang  pernah  dilihat  dan  didengar
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langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  171  HIR sehingga  keterangan  saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa keterangan 2 (dua)  saksi  Penggugat bersesuaian

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang

saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukti-bukti  yang  diajukan Penggugat

yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan  Penggugat

bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;

2. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  merupakan  suami  istri  yang

menikah  secara  agama Islam pada  tanggal  26  Agustus  2018  di  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,

bertempat tinggal  di  rumah orangtua Penggugat di  Kabupaten Mojokerto

selama 3 tahun 11 bulan dan dikaruniai 1 orang anak/keturunan;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2020

hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat  disebabkan  persoalan  ekonomi,  yaitu  penghasilan  Tergugat

sebagai Penjahit, tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan

anak, sekalipun penghasilan Tergugat telah diberikan kepada Penggugat,

namun  masih  saja  kurang  mencukupi,  selain  itu  Tergugat  sering  pergi

meninggalkan rumah/tempat kediaman bersama tanpa alasan dan tujuan

yang jelas;

6. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  antara

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan

selama  itu  pula  keduanya  tidak  pernah  berkumpul  lagi  dan  tidak

melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  masing-masing  sebagaimana

layaknya suami istri;
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7. Bahwa,  baik  majelis  hakim  dalam  persidangan,  maupun  pihak

keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat

dan  Tergugat  dan  sudah  ada  upaya  musyawarah  dua  keluarga  untuk

merukunkan Penggugat  dan Tergugat,  akan tetapi  tidak berhasil,  karena

Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa  kedua  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  merukunkan

Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan

Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam

rumah tangga;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  kejadian  tersebut  di  atas

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara  Penggugat dan  Tergugat terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga  Penggugat dan  Tergugat benar-

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

yang  demikian  tidak  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  perkawinan

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam  yang  terkandung  dalam  Kitab  Fikih  Sunah  Juz  II  halaman  290  yang

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku

selalu  mendapat  perlakuan  yang  menyakitkan  dari  suaminya

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan

suami istri antara mereka berdua”;
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Menimbang,  bahwa fakta  hukum tersebut  telah  juga memenuhi  salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  dan  Penggugat  belum  pernah  dijatuhi  talak,  maka  petitum  gugatan

Penggugat  agar  Pengadilan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

patut dikabulkan; 

Menimbang  bahwa  talak  satu  ba’in  sughra  merupakan  talak  yang

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim dapat

menyatakan  dan  menetapkan  hak  asuh  anak  usia  3  tahun  berada  dalam

asuhan Penggugat  dengan alasan apabila  anak ikut  Tergugat  dikhawatirkan

keadaan anak akan kurang baik ;

Menimbang,  bahwa  terlebih  dahulu  Majelis  Hakim  perlu  menjelaskan

tinjauan  dari  sudut  hukum  Islam  mengenai  pemeliharaan  anak  karena

Penggugat dan Tergugat  beragama Islam yang memiliki  prinsip bahwa anak

adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya

dan  anak  mempunyai  hak  untuk  dilindungi  baik  keselamatan  agamanya,

hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan

menjerumuskan  anak  kedalam  neraka,  kedua  orangtualah  yang  paling

bertanggungjawab  terhadap  keselamatan  anaknya  dania-akhirat  dan

melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT.

surat At-Tahrim ayat 6 : 

.... الخ        ررا ننا مم كك مي لل مه أ نو مم كك نس كف من أ موا كق موا كن نم آ نن مي لذ لل ا نها يي نيأ  

Artinya  :  “Wahai  orang  -  orang  beriman,  lindungilah  dirimu  dan

keluargamu dari api neraka” ; 
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Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua

orang  tua  hendaknya  memperhatikan  kebutuhan  dan  perkembangan  anak-

anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun

rohani,  dan berakhlaqul  karimah serta memiliki  intelegensi  yang tinggi,  anak

dapat  membuat  senang  hati  kedua  orang  tuanya,  manakala  anak  tersebut

berbakti  kepada  mereka,  serta  taat  dalam  menjalankan  ibadahnya.  Namun

anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut

tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua

wajib  untuk  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka  dengan  sebaik-

baiknya (vide Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam) ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No.

23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun

2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari  kekerasan dan diskriminasi,

sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi

anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun di

antara  ibu  atau  ayahnya  terjadi  perceraian,  namun  dalam  memutuskan

terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang

dalam  hal  ini  bukan  hanya  kemaslahatan  dunianya  saja  akan  tetapi  juga

kemaslahatan akhiratnya ; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua

orangtuanya  (Penggugat  dan  Tergugat)  tetap  mempunyai  kewajiban  untuk

memelihara  dan  mendidik  anaknya  semata-mata  demi  kepentingan  anak,

bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan

Tergugat) ; 

Menimbang,  bahwa  secara  normatif  penyelesaian  tentang  sengketa

pengasuhan  anak  telah  diatur  dalam  Pasal  105  Ayat  (1)  Kompilasi  Hukum

Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :“Dalam hal terjadinya perceraian

:  pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyiz  atau  belum  berumur  12  tahun
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adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih

dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal

105  KHI  di  atas  dapat  dibenarkan  dengan  memahami  secara  a  contrario

(mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang

Undang  Nomor  23  Tahun  2002  yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang

Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  selengkapnya  berbunyi

sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a.

mengasuh,  memelihara,  mendidik  dan  melindungi  anak  ;  b.  menumbuh

kembangkan anak sesuai  dengan kemampuan,  bakat  dan minatnya;  dan c.

mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua

tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak

dapat  melaksanakn kewajiban  dan  tanggungjawabnya,  maka  kewajiban  dan

tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di

cabut  kekuasaannya  karena sangat  melalaikan kewajibannya terhadap anak

dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1

Tahun 1974) ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156

huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat

dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau

mempunyai  prilaku  buruk  yang  akan  menghambat  pertumbuhan  jasmani,

rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7

huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap

anak  berhak  mengetahui  orang  tuanya,  dibesarkan,  dan  diasuh  oleh  orang

tuanya sendiri” ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keberadaan anak

Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah berada dalam asuhan Penggugat,

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan

hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu

gugatan Penggugat harus dikabulkan; 
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Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka

Majelis Hakim harus menetapkan anak usia 3 tahun berada di bawah hadhanah

Penggugat ;

Menimbang,  bahwa  sekalipun  anak  tersebut  dimaksud  ditetapkan

dibawah  hadhanah  Penggugat  selaku  ibunya,  akan  tetapi  tidak  boleh

memutuskan  hubungan  komunikasi  dengan  Tergugat  selaku  ayahnya,  dan

Tergugat  mempunyai  hak  untuk  berkunjung/menjenguk  dan  membantu

mendidik  serta  mencurahkan  kasih  sayang  sebagai  seorang  ayah  terhadap

anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai maksud SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun

2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum

Kamar Agama angka (4), orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak

Asuh  anaknya  wajib  memberikan  akses  kepada  orang  tua  yang  tidak

memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila hal

tersebut  tidak  dilakukan,  dapat  dijadikan  alasan  untuk  mengajukan  gugatan

pencabutan  hak  asuh  atas  anaknya  tersebut,  kewajiban  mana  harus

dicantumkan dalam amar penetapan hak asuh anak;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shughra  Tergugat   terhadap

Penggugat;  

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat umur 3 tahun berada

di  bawah  pemeliharaan/hadlanah  Penggugat,  dengan  kewajiban
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Penggugat  memberikan  akses  kepada  Tergugat  untuk  bertemu  dan

memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;  

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini  sejumlah  Rp  895.000,00  (delapan  ratus  sembilan  puluh  lima  ribu

rupiah);  

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami MUHAMMAD AZHAR,

S.Ag.,  M.H. sebagai  Ketua  Majelis,  H.  SUPRIYADI,  S.Ag.,  M.HES. dan

KAMALI,  S.Ag. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  yang  sama  dan

dibantu  oleh  FIRMAN ISDIANTARA GANI,  S.H. sebagai  Panitera  Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES.

Ketua Majelis

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

KAMALI, S.Ag.
Panitera Pengganti

FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H.
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Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Proses : Rp.  75.000,00

3. Panggilan : Rp.  750.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00

5. Redaksi : Rp.  10.000,00

6. Meterai : Rp.            10.000  ,00

Jumlah Rp. 895.000,00 

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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